ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 1V

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Landasan yuridis dalam penanganan masalah terlantar meliputi : Pasal 33
ayat (3) UUD 1945; Ketetapan MPR RI Nomor @ IX/MPR/2001 Tentang
pembaruan Agrarie dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1950 tenwng Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUIFA); PP No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakoei atas Tanah; PP Nomor 26 tahun 1998 Tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlapar; Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang
Pemaniaatan Tanah Kosong Untuk Tarnaman Pangan; Keputusan Kepala
Dadan Pertanahan Nasional Nomor : 24 tahun 2002 tentang ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Nomor 36 Tahun 1998 ¢:ntang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar.

B. FPeratucan perundang-undangan telah mengatur mengenai penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar sebelum adanya PP Nomor 36 tahun 1998
Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah ‘Terlantar yaitu dengan
I struksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahan 1982; Keputusan Menteri
Dalam Negeri No 208 tahun 1982 ;lnstruksi Menteri Negara Agraria/Ka
bPN No [ tahun 1994; Surat Menteri Negara Agraria/Ka BPN tanggal 9

April 1998 No 400-1218, Instruksi Menag/Ka. BPN tanggal 13 April 1998

Tesis Penguasaan Tanah Yang Ditelantarkan Menurut . . . R. Moenindra Antia Yoga



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 67

No 500-1228; Instruksi Menag/Ka. BPN tanggal 18 Mei 1998 No 500-
1594. Sedangkan mekanisme Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar mennrut Keputusan Kepala Badan Pertananan Nasional Nomor ¢
24 Tahun 2002 tentang keientuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 36 Tahun
1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan ‘Tanah Terlantar meliputi
inventarisasi. identifikast, penilaian, penetapan tlindakan, pemantauan
pelaksanaan penetapan tindakan, penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar.
2. SARAN

A. Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan salah satu
instrumen dalam menegakkan hak dan kewajiban semegang hak atas tanah
agar sesuai dengan UUPA, agar dapat mewujudkan  pengcelolaan
pertenahan tersebut perlu penyempurnaan PP No 36 Tahun 1998 jo
Kcputusan Kepala BPN Nomor 24 dengan pergkajian dan evaluasi yang
mendalam dan melibetkan para pihak terkait serta diperlukan peran aktif
Pemerintah Dacrah klususnya dalam penanganan masalah tanah yang
belum dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atas
tanahnya.

B. Pemerintah Cq Badan Pertanahan Nasional hendaknya dengan tegas
mencabut kepemilikan tanzh menjadi tanah negara, semua tanah yang telah
diindikasikan scbagai tanah terlantar sesuai dengan peraturan yang telah
ada mengingat kebutuhan akan tanah untuk pembangunan yang meningkat

cisamping disisi lain banyak masyarakat kurang mampu yang tidak
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mempunyai tanah dapat mengelola tanah, sehingga diharapkan pemerataan
dalam menikmati hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan

masyarakat.
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